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ABSTRAK

Isu perubahan iklim merupakan permasalahan yang pada saat ini menjadi
perhatian serius masyarakat global dan menjadi tanggung jawab dari seluruh
negara di dunia mengingat semua negara khususnya negara kecil sangat rentan
merasakan dampak dari perubahan iklim. Pada tahun 2015 silam terjadi suatu
momentum penting dalam sejarah global karena untuk pertama kalinya sebanyak
195 negara telah berkomitmen untuk memerangi perubahan iklim dengan
disahkannya perjanjian internasional multilateral bernama Paris Agreement yang
bertujuan membatasi laju kenaikan suhu bumi di bawah 2°C atau mengupayakan
pada angka 1,5°C. Namun pasca berlakunya Paris Agreement, berdasarkan data
terkahir dari Climate Watch dalam rentang tahun 2016 hingga tahun 2019 emisi
dunia justru mengalami peningkatan. Data dari Climate Watch menunjukkan
bahwa sebelum berlakunya Paris Agreement total emisi dunia sebesar 47.7
GtCO:e di tahun 2016, sedangkan pasca berlakunya Paris Agreement tercatat total
emisi dunia di tahun 2017 sebesar 48.4 GtCO:e, tahun 2018 sebesar 49.6 GtCOxze,
dan tahun 2019 sebesar 49.9 GtCO-e. Hal inilah yang pada akhirnya berpengaruh
terhadap dampak perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan seperti pola
cuaca yang sering berubah-ubah, kekeringan berkepanjangan, badai ekstrem,
spesies flora dan fauna tertentu yang terancam kepunahan, dan meningkatnya
intensitas air laut akibat mencairnya es di kutub yang pada akhirnya akan
mengancam eksistensi dan kedaulatan negara kecil. Dalam penelitian ini terdapat
dua permasalahan yang akan di bahas yaitu mengenai tanggung jawab negara
peratifikasi Paris Agreement terhadap negara kecil yang terdampak perubahan
iklim dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil terhadap negara
peratifikasi Paris Agreement atas dampak perubahan iklim yang dialami.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bentuk tanggung
jawab negara peratifikasi Paris Agreement terhadap negara kecil yang terdampak
perubahan iklim dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil
terhadap negara peratifikasi Paris Agreement atas dampak perubahan iklim yang
dialami. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif dan menggunakan tiga
pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan
pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya negara
peratifikasi Paris Agreement dapat bertanggung jawab secara internasional
apabila ada negara kecil yang dirugikan akibat dampak perubahan iklim,
setidaknya ada empat bentuk tanggung jawab yang bisa dilakukan yaitu dengan
restitusi, kompensasi, pemuasan, dan bunga. Hasil penelitian ini juga
menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil terbagi
menjadi dua yaitu secara non litigasi dan secara litigasi. Secara non-litigasi
melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, kerangka organisasi PBB, dan arbitrase.
Sedangkan secara litigasi melalui Mahkamah Internasional.

Kata Kunci: Perubahan Iklim, Tanggung Jawab Negara, Negara Kecil, Paris
Agreement
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ABSTRACT

The issue of climate change is a problem that is currently a serious concern
of the global community and is the responsibility of all states in the world
considering that all states, especially small states, are very vulnerable to feel the
effects of climate change. In 2015 there was an important momentum in global
history because for the first time as many as 195 states have committed to fight
climate change with the passage of a multilateral international agreement called
the Paris Agreement which aims to limit the rate of increase in the earth's
temperature below 2°C or strive for 1.5°C. However, after the entry into force of
the Paris Agreement, based on the latest data from Climate Watch in the range of
2016 to 2019, world emissions actually increased. Data from Climate Watch
shows that before the entry into force of the Paris Agreement total world
emissions amounted to 47.7 GtCO:e in 2016, while after the entry into force of the
Paris Agreement recorded total world emissions in 2017 of 48.4 GtCO:ze, in 2018
of 49.6 GtCOze, and in 2019 of 49.9 GtCO:e. This ultimately affects the
increasingly worrying impacts of climate change such as changing weather
patterns, prolonged droughts, extreme storms, certain species of flora and fauna
that are threatened with extinction, and increasing sea intensity due to melting
polar ice which will ultimately threaten the existence and sovereignty of small
states.In this study, there are two issues that will be discussed, namely the
responsibility of Paris Agreement ratification state to small states affected by
climate change and legal remedies that can be taken by small states to Paris
Agreement ratification state for the impacts of climate change experienced. This
study aims to analyze and determine the form of responsibility of Paris Agreement
ratification state for small states affected by climate change and legal remedies
that can be taken by small states against Paris Agreement ratification state for the
impacts of climate change experienced. This research is a type of normative
research and uses three approaches, namely the statute approach, conceptual
approach, and case approach. The results of this study show that basically states
ratifying the Paris Agreement can be responsible internationally if there are small
states that are harmed due to the effects of climate change, there are at least four
forms of responsibility that can be done, namely with restitution, compensation,
satisfaction, and interest. The results of this study also show that legal remedies
that can be carried out by small states are divided into two, namely non-litigation
and litigation. Non-litigation through negotiation, mediation, conciliation, UN
organizational framework, and arbitration. While litigation through the
International Court of Justice.

Keywords: Climate Change, State Responsibility, Small States, Paris Agreement
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